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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk
mengaj ukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran
utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-
utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga
dipailitkan. Kepailitan yang dialami debitor ini tidak sesuai dengan tujuan awal PKPU, yakni untuk
memberikan kesempatan kepada debitor dalam melanjutkan usahanya. Awalnya, menurut Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), debitor yang dipailitkan atas putusan
PKPU tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan hukum
yang tidak seimbang untuk debitor karena tujuan kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap
debitornya dianggap bukan untuk melanjutkan usaha debitor, melainkan untuk mendapatkan pembayaran
utang yang lebih cepat. Dengan demikian, akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
23/PUU-X1X/2021, yang mana pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) UUK & PKPU
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.
Pada dasarnya, dengan dikeluarkannya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan adanya
upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Namun, akibat dikeluarkannya putusan tersebut
malah akan menyebabkan siklus utang yang tidak sehat baik untuk debitor maupun untuk kreditor.

...... Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) isalegal procedure that gives the right to submit a
settlement plan to debtors who cannot predict the continuation of payment of their debts that are past due
and collectible, so that debtors can restructure their debts. In practice, the debtor whose PKPU was
originally requested by the creditor can also be bankrupt. The bankruptcy experienced by the debtor isnot in
accordance with PKPU's original purpose, namely to provide opportunities for debtors to continue their
business. Initially, according to Statute Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK &
PKPU), debtors who are bankrupt by PKPU decision cannot submit any legal remedies. This causes an
unequal legal protection for debtors because the purpose of creditors submitting PK PU requests to their
debtorsis considered not to continue the debtor's business, but to obtain faster debt payments. Thus, finally
the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-X1X/2021 was issued, which in its ruling stated that
Article 235 paragraph (1) UUK & PKPU contradicted the 1945 Constitution and did not have binding legal
force, aslong as it was not interpreted as the permissibility of cassation against the decision on Suspension
of Debt Payment Obligations (PKPU) submitted by the creditor and the rejection of the debtor's offer of
composition plan. Basically, with the issuance of this decision, the Constitutional Court allowed limited
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cassation efforts against the PK PU decision. However, the result of the issuance of this decision will
actually lead to unhealthy debt cycles for both debtors and creditors.



